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Ebtanas: Apa dan Mengapa dihapus? 
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Abstrak 

Keputusan Mendiknas untuk menghapuskan EBTANAS pada tahun 2002 ini menimbulkan sikap pro dan 

kontra di kalangan masyarakat. Tulisan ini memberikan perspektif dan dasar-dasar pertimbangan yang 

menjernihkan dari pihak pengambil kebijakan (policy master) tentang mengapa EBTANAS dihapuskan, dan 

apa solusinya bagi masa depan pendidikan Indonesia. 

 

eputusan untuk menyelenggarakan 

Ebtanas atau menghentikan 

Ebtanas (evaluasi belajar tahap 

akhir nasional) adalah keputusan politik atau 

politik pendidikan, karena didalamnya 

menyangkut kepentingan orang banyak (baca: 

berbagai pihak), bahkan dalam batas-batas 

tertentu bisa dipolitisir untuk kepentingan 

kekuasaan ataupun mendiskriditkan 

kekuasaan itu sendiri. 

Sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, 

Guru dan Siswa sebagai: “Stake holder” 

utama sangat berkepentingan dengan ada atau 

tidak adanya Ebtanas, orang tua sebagai 

“Stake holder” yang lain juga memiliki 

kepentingan berbeda dengan sekolah. 

Para Birokrat (di pusat maupun di 

daerah) yang juga sebagai “internal stake 

holder” memiliki kepentingannya sendiri. 

Para pakar pendidikan dan wartawan ataupun 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) akan 

menyoroti sesuai kepentingannya masing-

masing, meskipun yang dikemukakan kadang-

kadang mengatasnamakan pihak lain, semisal 

orang tua atau sekolah. Jelasnya Ebtanas bu-

kan masalah teknis pendidikan ansich. 

Ebtanas sebagai kebijakan nasional yang 

dalam dirinya mengikat berbagai variable 

yang dinamis, seperti budaya, kondisi sosial-

ekonmi, bahkan politik dan keamanan, bukan 

hanya teknis edukatif, akan selalu rentan ter-

hadap perdebatan dan kontroversi, apapun yang 

dipilih, karena hal ini sejalan dengan dinamika 

situasi masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Untuk tidak terlalu skepsi, menyerah kepada 

kemana angin berhembus, tulisan ini mencoba 

untuk dapat memahami apa, mengapa Ebtanas atau 

bukan Ebtanas dan kemungkinan-kemungkinan 

solusi ke depan dengan mengacu pada kebijakan 

nasional lainnya di bidang pendidikan yang sangat 

penting yaitu perluasan kesempatan belajar dan 

wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu dan rele-

vansi pendidikan, serta manajemen pendidikan 

yang “decentralized” dengan acuan 

“school/community based management”. 

Aspek-aspek dimaksud adalah teknis 

edukatif, aspek penyelenggaraan, aspek politis, 

manfaat dan ekses, serta alternatif solusi kedepan. 

Aspek Teknis Edukatif 

Secara teknis edukatif, hampir seluruh 

kalangan pendidik, sepakat akan perlunya 

evaluasi, untuk meyakinkan apakah segala upaya 

yang dilakukan di dalam layanan pendidikan 

membuahkan hasil yang memuaskan (atau berhasil 

baik), sehingga ada “jastifikasi” tentang mutu 

pendidikan. Persoalan timbul, karena masalah 

semantik dimana “evaluasi” dianggap 

mengandung pengertian yang lebih luas dari 

sekedar pengertian tes atau ujian yang berlingkup 

spesifik. Ditambah lagi, bahwa evaluasi tersebut 
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dinamakan evaluasi tahap akhir nasional. Ada 

beberapa masalah teknis pendidikan yang 

digugat (dipertanyakan) oleh berbagai pihak. 

Pertama, karena label nasional, maka 

bidang kajian atau mata pelajaran yang di 

Ebtanaskan dianggap prioritas (lebih penting) 

dari yang lain, sehingga sebgaian besar upaya 

sekolah hanya ditujukan untuk menyukseskan 

hasil Ebtanas murid-muridnya. 

Kedua, (sebagai akibat masalah pertama) 

terjadi praktek dan kesan penyempitan makna 

pendidikan yang harusnya utuh menjadi 

hanya menyangkut aspek kognitif semata dan 

dengan mata kajian terbatas pada yang di 

Ebtanaskan. Kecakapan yang berkaitan 

dengan sikap, kecakapan sosial, kecakapan 

praktek (motorik) dan budi pekerti dianggap 

diabaikan. 

Para tokoh pendidikan dan ahli-ahli 

evaluasi pendidikan sesungguhnya paham be-

tul, akan keterbatasan Ebtanas sebagai tolok 

ukur keberhasilan, tetapi mensosialisasikan 

masalah yang tidak sederhana ini tidaklah 

mudah. Tambahan pula dengan segala 

keterbatasan lingkup yang dicakup oleh 

Ebtanas itupun, hasilnya (sampai saat ini) 

masih jauh dari memuaskan. Memang ada 

argumen kalau hasilnya mau bagus, soal-

soalnya dipermudah. 

Lepas dari segala keterbatasan yang diu-

kur oleh Ebtanas, pemerintah punya 

kepentingan untuk mengetahui sejauhmana 

kemampuan lulusan pendidikan dari berbagai 

jenjang dalam bidang kajian tertentu, sebagai 

indikator keberhasilan sistem pendidikan 

yang dijalankan. Kita juga ingin tahu sejauh 

mana kemampuan anak-anak kita dalam 

berhitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, 

dan sebagainya, paling tidak yang dapat 

dijaring melalui Ebtanas, dan 

membandingkannya antar wilayah, 

kabupaten/kota, dan bahkan antar sekolah. 

Kepentingan pemerintah untuk mengeta-

hui hasil pendidikan secara nasional tersebut, 

merupakan kepentingan institusi yang bukan 

bersifat pribadi, tetapi merupakan pesan Undang-

Undang Pendidikan Nasional No. 2 Th 1989. 

Bahkan maksud dari Undang-undang tersebut 

adalah bukan sekedar Ebtanas, tetapi penilaian 

kinerja seluruh sistem pendidikan nasional 

(sisdiknas). 

Seraya tetap membuka wacana dan dapat 

memahami berbagai kritik teknis yang disam-

paikan oleh berbagai pihak, pertanyaannya adalah 

bagaimana mencari solusi/alternatif pengganti 

Ebtanas yang dapat memenuhi kebutuhan 

akuntabilitas sistem yang ada, mengingat 

Depdiknas sebagai penanggungjawab atas sistem 

pendidikan nasional. 

Persoalan teknis, dalam artian kemampuan 

SDM yang profesional dan sarana pendukung 

Ebtanas (baik hardware maupun software) 

sebenarnya cukup memadai dan secara 

institusional ditangani oleh Pusat Pengujian 

Depdiknas. Banyak masalah muncul justru pada 

tatanan manajemen (pengelolaan) Ebtanas itu 

sendiri baik di pusat, daerah, mapun sekolah. 

Aspek Penyelenggaraan 

Masalah teknis penyelenggaraan Ebtanas, 

sering dianggap enteng, kurang berbobot di-

bandingkan penyusunan soal (instrumen, kalibrasi, 

analisis kesulitan dan lain-lain sejenisnya). 

Padahal soal-soal Ebtanas yang sudah baik 

(memenuhi syarat, validitas, reabilitas, dst) akan 

tidak punya makna apa-apa untuk di Ebtanaskan 

sekiranya terjadi kebocoran, mark-up nilai, dan 

sebagainya yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan. 

Penyelenggaraan boleh dikatakan merupakan 

bagian penting dari metodologi Ebtanas yang 

dapat menggagalkan hasil Ebtanas atau 

mengurangi kredibilitasnya. Agar lebih fokus, 

masalah penyelenggaraan Ebtanas akan disoroti 

dari segi organisasi dan mekanisme kerja, dalam 

konteks desentralisasi pendidikan, terutama 

efektivitas dan efisiensinya. 

Manajemen Ebtanas secara nasional dalam 

tatanan operasional dikelola bersama antara 



Umaedi, Ebtanas: Apa, Mengapa  No. 1/XXI/2002 

Mimbar Pendidikan 16 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah dan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan c.q. Pusat Pengu-

jian, dengan penekanan instansi yang disebut 

pertama lebih pada administrative manage-

rial, sedang instansi yang disebut belakang 

tekanannya pada penanggungjawab subtansi 

soal-soal dan pengembangannya. Sementara, 

prosedur baku dari pusat sampai sekolah dia-

tur dengan Keputusan Menteri. 

Sekarang pembagian tanggungjawab le-

bih tegas, yaitu Pusat Pengujian (Balitbang 

Diknas) bertanggungjawab penuh atas 

pengembangan soal-soal ujian, pengamanan, 

pencetakan, dan pengelolaan serta pelaporan 

hasilnya. Sedangkan Direktorat jenderal Pen-

didikan Dasar dan Menengah lebih pada 

penganggaran, kordinasi kegiatan dan penga-

turan prosedur (tata kerja) pelaksanaan di 

daerah (baik propinsi maupun kota) yang 

mendukung efektivitas dan efisiensi pelak-

sanaan. 

Masalah penting yang terkadang menjadi 

“gawat” adalah masalah pengamanan Ebtanas 

dari mulai penyusunan soal, penggandaan ter-

batas, penyimpanan, pencetakan dan pengiri-

man sampai sekolah. Sesungguhnya sudah 

dilakukan berbagai cara pengamanan, tetapi 

kerawanan masih tetap terbuka, mengingat 

jumlah sekolah yang begitu banyak, dengan 

letak geografis yang luas serta beragam kon-

disi dan fasilitasnya. Bayangkan pemalsuan 

uang saja sampai sekarang masih terjadi, 

padahal pengamanan terhadap proses 

produksi dan pengedaran uang dilakukan 

terus-menerus sepanjang tahun. 

Sikap masyarakat yang secara luas se-

dang sakit, antara lain penghargaan yang ber-

lebihan terhadap serba kebendaan (kedunia-

wian), persepsi bahwa segala sesuatu dapat 

dibeli dengan uang (kebudayaan korup), dan 

lemahnya tatanan masyarakat (termasuk 

institusi, hukum, moral, budaya) membuat 

pengamanan penyeleng-garaan Ebtanas se-

makin berat. Dengan cakupan penyelengga-

raan yang begitu luas, terutama untuk menjamin 

kecermatan waktu dan pengamanan pelaksanaan, 

maka biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sedikit 

bukan hanya untuk menyusun materi dan panduan 

serta mendistribusikannya agar tepat waktu dan 

sasaran, tetapi juga untuk jasa semua yang terlibat 

sebagai panitia serta jasa pengamanan. 

Saat-saat Ebtanas, jajaran birokrasi baik di 

daerah maupun di pusat merasakan suasana 

tegang, seperti menghadapi situasi gawat, jangan-

jangan terjadi sesuatu entah dimana, dengan rasa 

dag-dig-dug menguping berita, apakah yang resmi 

maupun yang tidak resmi. Bahkan ada semacam 

Posko baik yang di pusat mapun didaerah yang 

terus menerus memonitor dan berkomunikasi. Hal 

seperti ini berjalan beberapa minggu, karena 

pelaksanaan untuk SD, SLTP, dan SM tidak 

bersamaan. 

Kita juga dapat membayangkan, bagaimana 

kalau terjadi suatu kebocoran disuatu tempat/ 

daerah (meskipun sudah diusahakan banyak paket 

pilihan, sehingga soal tidak sama dengan daerah 

lain), benar-benar membuat stres para birokrat. 

Kita juga layak bertanya, bagaimana pelaksanaan 

Ebtanas di daerah-daerah “konflik sosial”, daerah 

rawan, ditempat-tempat pengungsian, bagaimana 

menjamin keefektivannya, dan sejauhmana manfa-

atnya. 

Terlepas dari masalah biaya Ebtanas lebih 

kurang 250 milyar pertahun, ada beberapa 

pertanyaan fundamental sehubungan dengan 

penyelenggaraan Ebtanas ini. Pertama,  dengan 

keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah, dan UU No. 25 tahun 2000 

tentang Propernas, apakah Ebtanas masih relevan? 

Mengapa bukan Ebtada? Mengapa bukan Ebta 

sekolah sesuai pendekatan “School Based 

Managmenet” seperti yang dikehendaki 

Propernas. Kedua,  wajib belajar 9 tahun, 

rencananya baru akan tuntas pada tahun 2008, 

yang berarti saat ini masih banyak anak yang 

belum mengenyam (memiliki kesempatan) 

pendidikan, terutama pada jenjang SLTP, serta 

drop out pada tingkat SD. Belum lagi, banyaknya 

sekolah yang minim sarananya, jumlah gurunya 
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sangat terbatas, sehingga proses pembelajaran 

tidak dapat berjalan semestinya. Pertanyaan 

lanjutannya adalah, mana yang lebih 

mendesak menyediakan sarana bagi yang 

belum sekolah, menambah guru dan sarana 

belajar bagi sebagian besar yang masih 

kekurangan atau “all out” berapapun biaya 

dan resikonya Ebtanas harus dipertahankan. 

Biaya Ebtanas 1 tahun diperkirakan 

dapat untuk membangun 400 SLTP baru, 

apalagi kalau dikerjakan dengan model “tim-

bal swadaya” baik dengan cara ditawarkan 

kepada yayasan (swasta) maupun pemerintah 

daerah, dimana penerima dana diwajibkan 

menyediakan dana (atau tanah) sebagai dana 

pendamping dan pelaksanaannya diawasi 

oleh masyarakat. Kalau ini dilakukan maka 

daya tampung siswa baru bertambah lebih 

kurang 80.000 anak pertahun, yang 

merupakan kontribusi yang tidak kecil bagi 

penuntasan wajib belajar. Kalau demikian, 

apakah sebaiknya Ebtanas disetop saja? Nanti 

dulu, kita harus kembalikan apa fungsi 

Ebtanas yang hakiki, dan manfaatnya bagi 

pengendalian dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

Secara nasional Ebtanas berfungsi seba-

gai “quality control” terhadap sistem yang 

berjalan, karena kontrol terhadap proses dan 

in-put pendidikan sudah semakin kecil, 

sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, 

bahkan pada saat sentralisasi masih kuatpun 

sebenarnya kontrol pusat di bidang 

pendidikan tidak dapat dilakukan 

sepenuhnya, karena rapuhnya mental jaringan 

birokrasi akibat berbagai faktor di luar 

masalah pendidikan. Bahkan ada pandangan 

bahwa Ebtanas sebagai pengejawantahan 

sistem yang bersifat “nasional”, yang 

menunjukkan pula nasionalisme (persatuan) 

yang masih terus diperjuangkan. 

Ebtanas merupakan “bench mark” atau 

titik acuan mutu tertentu yang dapat diguna-

kan untuk mengukur kinerja, membandingkan 

antar tahun, antar propinsi, antar kabupaten 

kota, antar sekolah, antara siswa (termasuk laki-

laki dan perempuan) dan antar mata pelajaran, 

karena soal Ebtanas dikembangkan sebagai soal 

yang standar. Dengan fungsi ini, Ebtanas juga di 

klaim sebagai pemberi masukan objektif di dalam 

penyempurnaan/penyusunan kebijakan pendidikan 

secara nasional. Birokrasi di bawahnya (propinsi, 

kebupaten dan seterusnya) juga diharapkan 

memanfaatkan hasil Ebtanas untuk memperbaiki 

kinerja untuk tahun berikutnya. Sekolahpun 

diharapkan demikian. Karena soal-soal Ebtanas 

dianggap standar (baku), sehingga hasilnya 

dipercaya lebih objektif (dengan catatan: 

pelaksanaannya terjamin aman) dan dapat 

membedakan kemampuan antar siswa (paling 

tidak untuk bidang tertentu yang diujikan), maka 

hasil Ebtanas bukan hanya menjadi bahan 

pertimbangan ketamatan siswa, tetapi Nilai Ebtans 

Murni ( NEM) yang terdapat dalam Daftar Nilai 

Ebtanas Murni (DANEM) dijadikan/menjadi alat 

seleksi yang dianggap objektif untuk masuk 

ketingkat/jenjang pendidikan lanjutan, khususnya 

dari SD ke SLTP dan dari SLTP ke SM. Se-

mentara hasil Ebtanas SM (SMU/SMK) ti-

dak/belum menjadi alat seleksi yang diakui oleh 

Perguruan Tinggi Negeri. 

Ekses dan Manfaat Ebtanas 

Karena kedudukan Ebtanas yang demikian 

penting dan dicitrakan sebagai fokus gambaran 

mutu pendidikan, maka terjadi ekses yang tidak 

kita inginkan. Disamping terjadinya persepsi 

masyarakat (termasuk guru?) yang kurang pas 

tentang mutu pendidikan (yang seharusnya 

seutuhnya) terjadilah efek berantai. Ada 

kecenderungan sekolah mengabaikan mutu 

pelajaran non-Ebtanas, demikian pula siswa dan 

orang tua. Terjadi pungutan yang memberatkan 

orang tua, terutama bagi sekolah-sekolah swasta 

dengan alasan untuk Ebtanas (yayasan tertentu 

sekaligus numpang pengutan di luar biaya yang 

diperlukan), padahal sekolah-sekolah swasta 

sebagian besar justru menampung anak-anak dari 
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keluarga yang kurang mampu yang tak 

diterima di sekolah negeri. 

Rumor (pada waktu itu) bahwa sekolah 

swasta membiayai sekolah negeri, tidak per-

nah dibantah secara tegas (transparan). Pada 

saat pemerintah membebaskan biaya Ebtanas 

untuk semua sekolah (negeri dan swasta) 

pada jenjang wajib belajar, terdapat laporan 

sebagian sekolah swasta masih memungut 

biaya. Ada pemerintah daerah yang dengan 

bangga mengumumkan pengalokasian dana 

Ebtanas untuk jenjang pendidikan yang tidak 

dibiayai pemerintah (pusat), sementara 

penyediaan sarana untuk wajib belajar di 

daerahnya masih keteteran (alias masih 

banyak anak belum tertampung di sekolah 

karena tidak ada fasilitas, disamping fasilitas 

yang ada juga banyak yang perlu rehabilitasi 

total). 

Sementara itu pengamanan Ebtanas baik 

terhadap kebocoran maupun pelaksanaan 

meskipun sudah dilakukan berlapis 

sedemikian rupa, tetap rawan kebobolan. 

Mungkin hal ini tak lepas dari kondisi sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia 

yang juga sedang bermasalah. Bahkan soal 

palsupun diperjual belikan, diakui sebagai 

kebocoran sehingga sebagian anak tertipu. 

Hasil Ebtanas sebagai bahan pertim-

bangan ketamatan siswa, ternyata juga kurang 

efektif, karena dengan nilai penyesuaian (ru-

mus P-Q-R) setiap tahun hampir semua anak 

tamat belajar (terima STTB) 

Ebtanas sebagai bagian dari sistem pen-

didikan nasional tentu juga memberikan be-

berapa manfaat, seperti yang sebagian telah 

dikemukakan sebelumnya. Sekolah-sekolah 

favorit (yang pendaftarannya lebih besar dari 

kapasitas tampung) mempunyai alat seleksi 

masuk berdasarkan hasil NEM, yang dapat 

diterima oleh orang tua dan masyarakat pada 

umumnya. Bahkan untuk mendaftar sekolah 

di luar kabupaten/kota atau propinsi lainnya 

NEM menjadi acuan yang jelas. Dirasakan, 

adanya sistem yang bersifat nasional. 

Sekolah-sekolah (yang sungguh-sungguh) 

akan mangacu soal-soal dan hasil Ebtanas untuk 

memperbaiki pembelajaran bidang-bidang studi 

yang di Ebtanaskan, dan memacu diri untuk terus 

menerus memperbaiki diri. Pemerintah daerah 

(propinsi dan kabupaten/kota) akan mawas diri 

terhadap hasil Ebtanas daerahnya dibandingkan 

dengan daerah lain, dan berusaha untuk mengejar 

ketinggalan, dengan membuat kebijakan dan 

perencanaan pendidikan yang lebih tepat untuk 

daerahnya masing-masing. 

Bagi pemerintah (pusat) hasil Ebtanas, 

bagaimanapun menjadi salah satu jastifikasi 

terhadap penentuan kebijakan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan, dengan sasaran 

yang lebih tepat keberpihakannya (affirmative 

policy) untuk mencapai pemerataan mutu. 

Pertanyaannya adalah: apakah untuk kepentingan 

tersebut perlu seluruh sekolah mengikuti Ebtanas 

(termasuk dipulau terpencil, yang gurunya hanya 

1-2 orang yang di bawah tenda, yang gedungnya 

sebagian ambruk, yang bayaran gurunya nunggak 

terus/dicicil) tanpa kecuali dengan resiko apapun, 

walaupun hasilnya sebagaian sudah dapat 

diprediksi (tidak jauh beda dari tahun-tahun 

sebelumnya?). Apakah Ebtanas (untuk 

kepentingan pusat) tidak “sample” pada tiap 

kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraannya 

dapat benar-banar terkontrol dan hasil pengo-

lahannya dapat dipercaya, dengan biaya yang lebih 

sedikit? Pertanyaan-pertanyaan lain adalah: 

apakah harus tiap tahun, apakah harus sekian 

pelajaran, apakah dapat sewaktu-waktu (setahun 1 

kali, 2 kali atau 3 kali), apakah setiap kali 

pelajaran yang sama? 

Aspek Politis 

Ebtanas sebagai kebijakan nasional, tentu harus 

dipertanggungjawabkan secara nasional pula. Dengan 

alokasi biaya yang lumayan besar penyelenggaraan 

Ebtanas dipertanyakan keberhasilannya, 

pertanggungjawab (tanggung gugat) bahkan merembet 

kepada kinerja departemen dengan sistem pendidikan 

nasionalnya, sehubungan dengan hasil Ebtanas yang 
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terlanjur dikesankan mencerminkan mutu pen-

didikan secara keseluruhan. 

Setiap kali ada keluhan dari masyarakat, 

anggota DPR seperti memperoleh inspirasi 

untuk memojokkan pemerintah yang dalam 

posisi lemah (karena harus mengontrol pelak-

sanaan yang begitu luas secara geografis, dan 

beragam kondisi, yang bahkan sebagian tidak 

terbayangkan). Anggota Dewan memang 

layak meminta pertanggungjawaban pemerin-

tah, karena mereka mewakili rakyat (sebagai 

stake holder), persoalannya kalau setiap 

tahun masalah-masalah yang berkaitan 

dengan Ebtanas ada saja (ganti tempat 

kejadian, ganti jenis masalah) padahal 

sebagian dari masalah terjadi di luar 

jangkauan pemerintah (pusat), semisal ada 

buruh percetakan atau petugas setempat yang 

nakal. 

Tentu ada pertanyaan yang lebih menda-

sar, semisal bagaimana konsistensi kebijakan 

Ebtanas dengan kebijakan lain seperti wajib 

belajar 9 tahun, yang menghendaki semua ta-

matan SD meneruskan ke SLTP dengan target 

penuntasan tertentu, atau kaitannya dengan 

kebijakan desentralisasi, serta “school based 

management” . Kaitan Ebtanas dengan pem-

benahan “in-put” dan “proses pendidikan” 

bagaimana. Sejauh mana transparansi hasil 

Ebtanas kepada publik (dulu sedikit disem-

bunyikan?) Bagaimana jastifikasi secara tek-

nis edukatif? Apakah Ebtanas dipertahankan 

bukan karena proyek? (menjadi sumber 

KKN?). Sejauh mana “cost-benefit” Ebtanas. 

Apakah tidak sebaiknya diserahkan kepada 

lembaga independen agar lebih efisien dan 

objektif dan tidak “jeruk minum jeruk”? Apa-

kah ekses kebijakan Ebtanas dapat dihindar? 

Kalau disederhanakan masalah politik 

pendidikan berkaitan dengan Ebtanas menca-

kup paling tidak lima pertanyaan: 

  apakah secara teknis edukatif dapat 

diterima (educationally acceptable) ? 

  apakah ada konsistensi terhadap kebijakan dan 

aturan yang lain (fidelity testing) ? 

  apakah antara manfaat dan biaya dapat 

dipertanggungjawabkan (aconomically 

feasible) ? 

  apakah tidak terjadi ekses yang merugikan 

(spillover effect) ? 

  apakah dapat diterapkan secara baik 

(practitally applicable) ? 

Pada waktu mau menerapkan program JPS 

(Jaringan Pengaman Sosial) bidang pendidikan, 

Depdiknas (baca: Ditjen Dikdasmen) 

mengeluarkan edaran yang isinya bagi anak kelas 

akhir SD yang karena sesuatu hal tidak dapat 

mengikuti Ebtanas, maka untuk masuk ke SLTP 

cukup dengan keterangan tamat dari kepala 

sekolah yang bersangkutan. Tapi, ini kaitannya 

dengan anak miskin, dan kebijakan ini menjadi 

prasyarat program JPS, yang dananya dari 

pinjaman luar negeri. Penerapan di daerah, 

wallahu a’alam, karena tak ada laporan mengenai 

hal ini. 

Jawaban atas lima pertanyaan tersebut 

menjadi pertimbangan penting untuk memilih 

opsi-opsi atau alternatif solusi pada masa depan 

dan sedikit menjelaskan solusi masa kini yang 

baru saja diputuskan oleh pemerintah. 

Solusi Masa Depan 

Dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan dan 

masalah yang dikemukakan sebelumnya kita amati 

bahwa pemerintah d.h.i Mendiknas memutuskan 

penghapusan Ebtanas sekolah dasar, sekolah dasar luar 

biasa, sekolah luar biasa tingkat dasar, dan madrasah 

ibtidaiyah dengan Kepmen No. 011/U/2002, dan 

sekaligus mengambil keputusan tentang Sistem 

Penilaian di Sekolah Dasar (yang setingkat) dengan 

Kepmen No. 012/U/2002, keduanya tertanggal 28 

Januari 2002. 

Ada 3 pertimbangan penting yang mendasari 

penghapusan Ebtanas sekolah dasar. Pertama, adalah 

dalam rangka mendukung wajib belajar 9 tahun, perlu 

penyesuaian sistem penilaian di sekolah dasar. Kedua, 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 
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mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, 

sesuai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional perlu dilakukan 

penilaian hasil belajar secara sistematis dan 

berkelanjutan. Ketiga, dalam rangka 

memberdayakan sekolah dan sesuai dengan 

prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, 

perlu lebih banyak memberikan kewenangan 

kepada sekolah dalam penyelenggaraan 

penilaian. 

Yang perlu dicatat dari pertimbangan ter-

sebut, adalah bahwa kebijakan wajib belajar 9 

tahun perlu didukung dengan penyesuaian sistem 

penilaian (yang bukan dalam bentuk Ebtanas). 

Selanjutnya, ditegaskan bahwa mutu harus tetap 

dijaga, sesuai standar kompetensi secara nasional, 

yang pencapaiannya dipantau terus oleh sekolah 

melalui penilaian berkelanjutan. Dan akhirnya 

sekolah diberi kepercayaan penuh di dalam 

pengelolaan proses pendidikan (termasuk 

pembelajaran) sampai menilai hasilnya (sesuai 

kebijakan SBM atau MBS). Sementara itu pada 

Kepmen No. 12/U/2002, pertimbangan pertama, 

kedua dan ketiga sama, sedangkan pertimbangan 

keempatnya menyatakan perlunya Sistem 

Penyelenggaraan Penilaian Hasil Belajar di 

Sekolah dasar dan sekolah-sekolah lainnya yang 

setingkat. 

Yang manarik dalam pengaturan sistem 

penilaian ini adalah ada penilaian di sekolah yang 

terdiri dari Penilaian Kelas dan Ujian, ada 

penilaian tes kemampuan dasar dan penilaian 

mutu pendidikan. Penilaian tes kemampuan dasar 

dan penilaian mutu pendidikan dapat dilakukan 

oleh Pemerintah (pusat) dan Dinas 

Propinsi/Kanwil (untuk Depag). 

Sistem penilaian SD ini lebih komprehensip, 

dalam arti baik caranya maupun aspek yang 

dinilai terutama yang dilakukan oleh sekolah 

(kognitif, efektif dan psykomotor), demikian pula 

caranya mencakup tes tertulis, lisan, 

perbuatan/praktek, penugasan, serta potopolio. 

Pokoknya seperti lazimnya sekolah yang  baik.  

Yang lebih penting lagi, pada akhir kelas 

terakhir ada ujian sekolah (bukan ebta sekolah), 

karena evaluasi lebih pas untuk proses yang lebih 

menyeluruh. 

Catatan lain yang masih membawa misi Ebtanas 

untuk menjamin kompetensi adalah adanya tes 

kemampuan dasar yang meliputi baca, tulis, hitung 

saja dan dilakukan pada akhir kelas III. Sementara 

penilaian mutu pendidikan akan dilakukan secara 

sampling untuk untuk mata pelajaran dan kelas tertentu 

sesuai keperluan. 

Nampak bahwa ada penilaian kelas, ujian 

(sekolah) tes kompetensi dan penilaian mutu, 

semuanya berusaha menjawab berbagai keperluan 

sekaligus. Diharapkan bahwa model baru ini tidak 

malah menambah mahalnya penilaian keseluruhan 

dibanding dengan Ebtanas. 

Diharapkan dengan ujian yang diselenggarakan 

oleh sekolah ini tidak memusingkan sekolah, karena 

giliran menyerahkan ujian pada sekolah, tuntutan pusat 

justru lebih bermacam-macam dari pada saat Ebtanas, 

yang sebutannya justru evaluasi. 

Sebenarnya kalau sekolah terbiasa melakukan 

proses pendidikan dengan baik, tak perlu pusing dan 

bingung. Kalau memutuskan anak untuk naik kelas, 

dari kelas V ke kelas VI saja bisa, Masa iya (seperti) 

menaikkan anak dari kelas VI ke VII (maksudnya 

tamat SD) tidak bisa. Itukan tugas sehari-hari 

guru/sekolah?. 

Sementara itu untuk SLTP-SMU dan SMK, 

termasuk sekolah yang setingkat ada ujian akhir 

nasional, sebutan bukan Ebtanas.Di dalam sistem ujian 

akhir nasional yang baru ini ujian diusahakan lebih 

komperhensip sesuai dengan kurikulum. Mata pela-

jaran tertentu, terutama praktek dan yang dulu tidak di 

Ebtanskan termasuk diujikan hanya baik 

penyelenggaraan maupun bahannya dilakukan oleh 

sekolah, tetapi ada panduan dari pusat. 

Ada perbedaan sengit, dengan diubahnya kata 

evaluasi dengan ujian yang menyangkut hasilnya. Kita 

ujian mengandung konotasi bahwa hasilnya ada yang 

lulus dan ada yang gagal, tidak bisa setengah-setengah. 

Sementara di lain pihak ada yang berfikir memper-

timbangkan masa transisi, sehingga hasilnya cukup 

diberi peringkat (pridikat), dan digunakan sebagai 

salah satu bahan pertimbangan penentuan tamat belajar 

(memperoleh STTB= surat tanda tamat belajar). 
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Ada kompromi lain, bahwa sebagai kon-

sekwensi adanya peringkat nilai yang disebutkan 

di dalam daftar nilai ujian, maka yang 

bersangkutan boleh menempuh ujian ulangan 

kalau ingin memperbaiki nilai, dan tak perlu 

nunggu satu tahun, dengan maksimum dua kali. 

Tentang kekuatiran adanya seleksi masuk 

SLTP bagi lulusan SD (yang ujiannya sudah 

dilakukan oleh sekolah) tak perlu terjadi. Sebab 

pada dasarnya (dalam rangka wajar 9 tahun) 

semua pemegang STTB SD dan sekolah 

setingkat dengan usia yang sesuai, berhak masuk 

SLTP. 

Persoalannya, kalau kebetulan SLTP yang 

dituju merupakan sekolah favorit, sehingga 

pendaftar melebihi daya tampung untuk kelas I, 

maka perlu seleksi yang dilakukan oleh sekolah 

yang bersangkutan. Bentuk seleksi bisa 

memperhatikan rapor, hasil ujian sekolah atau 

prestasi dibidang seni atau apa terserah sekolah 

yang bersangkutan dan dirundingkan dengan 

guru dan orang tua (komite sekolah). 

Yang penting obyektif dan transparan, 

diumumkan terbuka. Kalau pendaftar tidak 

melebihi kapasitas, tentu harus diterima semua. 

Menurut catatan sekolah yang kelebihan 

pendaftar tidak banyak dari pada sekolah yang 

biasa-biasa saja, dan terutama di kota-kota besar. 

Jadi, jangan masalah seleksi masuk yang 

dikedepankan dulu. 

Rasanya opsi-opsi ke depan masih akan 

dinamis, tergatung pengalaman praktek dan 

masukan-masukan dari para pakar, yang penting 

bagaimana menjamin mutu. Pembicaraan juga 

akan bersayap, tergantung pengertian mutu. Ada 

pengertian absolut, ada pengertian standar (mutu 

menurut standar), ada pengertian mutu menurut 

konsumen. 

Kalau kita mengajar mutu “beyond the standar” 

maka ujian nasional belum dapat menjamin daya 

saing, karena ujian nasional hanya menjadi “bench 

mark” yang bisa dinaikkan atau diturunkan 

standarnya. 

Penutup 

Penulis tidak dapat memberikan solusi yang telak 

terhadap masalah ini. Bukan karena tidak berani 

mendahului “karsanya yang maha tahu”, tetapi dari 

bahan diskusi yang dikemukakan dan masalah yang 

menyangkut lima pertanyaan kebijakan, pembaca 

dapat menerka pendapat/opini penulis. Terhadap 

kebijakan yang dinamis, terus mengalami peruba-

han/penyempurnaan dikritik, katanya membingungkan, 

pemborosan, asal berubah dan seterusnya. Sebaliknya, 

kalau tidak ada perubahan dikatai juga, katanya tidak 

responsive, tidak reformis, bahkan dikatain tak punya 

“sense of crisis” dan lain-lain. 
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